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ABSTRAK

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 16 angka 1 (a) dalam
menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur saksama, mandiri, tidak
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karena
tugas-tugas kaedah hukum umum adalah pemberikan kepastian hukum (certainty) dan
kesebandingan hukum (equity), maka pembahasan pertanggung jawaban Notaris selaku
pejabat umum yang membuat akta otentik harus dapat menciptakan ketentuan-ketentuan
yang tidak saja menimbulkan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat luas, tetapi
yang sekaligus dapat memberikan ketenangan dan perlindungan hukum bagi notaris
dalam menjalankan jabatannya khususnya dengan perjanjian rekanan dengan bank.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang
dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan
permasalahan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dan bahan
hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum terrier. Disamping itu juga
digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis
data dilakukan dengan merode analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini menggunakan
teori Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen serta Teori Kewenagan menurut Prajudi
Atmosudirjo. Dari hasil penelitian Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama
Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan
Notaris Perjanjian rekanan antara Bank dengan Notaris mempengaruhi kemandirian
Notaris dalam membuat akta otentik dikarenakan dalam perjanjian rekanan tersebut
Notaris diharuskan untuk mengikuti seluruh kehendak Bank untuk membuat akta otentik.
Terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Notaris secara sengaja dengan penuh
kesadaran dalam merencanakan perbuatan penipuan yang menimbulkan kerugian, maka
notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban secara asministrasi.
Selain itu dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum terhadap Kitap Undang-undang
Hukum Pidana yang melakukan perbuatan pemalsuan akta kuasa yang menyebabkan
pelanggaran hukum tindak pidana penipuan atau turut serta dalam melakukan perbuatan
melawan hukum.
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PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari funsinya ada
dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Dalam rangka menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank merealisasikannya
dalam bentuk perjanjian kredit perbankan. Penandatanganan perjanjian kredit perbankan
merupakan akhir dari serangkaian proses yang panjang. Dimulai dari pengajuan proposal
oleh calon debitur, analisis kredit melalui penelitian dokumen, wawancara pertama,
pemeriksan kelokasi, wawancara berikutnya sampai dengan kesimpulan penerimaan atau
penolakan permohonan kredit oleh para pejabat yang berwewenang.

Dalam perjanjian kredit bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Nomor 8/13/PB1/2006 Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor
7/3/PBI1/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Pada Bank Umum dan Surat
Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995
mengenai pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank umum. Dalam peraturan
tersebut yang di wajibkan bank dalam membuat perjanjian kredit dilakukan secara
tertulis.Dengan demikian perjanjian kredit tersebut dapat dilakukan di bawah tangan dan
tidak harus outentik.Resiko yang di hadapin bank dalam menyalurkan kredit adalah yang
pertama resiko kredit macet, kedua resiko pasar, operasional dan likuiditas, ke tiga resiko
hukum.Untuk menghindari resiko hukum inilah perikatan antara bank dan nasabah harus
sesuai dengan aturan yang kuat dengan mengunakan akta otentik.

Umumnya Notaris diminta bank untuk membuat perjanjian kredit di bawah
intervensi bank, klausa dalam perjanjiannya banyak sekali ditentukan olah bank pada
akhirnya nasabah akan dibebankan dalam perjanjian kredit tersebut. Pada umumnya bank
lebih dominan dalam menyusun klausul dalam perjanjian kredit.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu
oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan
dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat
di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat
keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat
dihadapanya (Thamrin, 2011).

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 1 angka (7) akta
Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang
ini. Pengertian akta autentik menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh
atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta
dibuatnya. Jadi akta Notaris adalah akta yang dibuat atau di hadapan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan
memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau
berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan Notaris Undang-undang Jabatan
Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan  dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan
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akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan
akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan sebagaimana di maksud ayat (1),
Notaris berwenang pula Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 15
ayat 2 (a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah
tangan dengan mendafarkan dalam buku khusus.

Dalam praktek pemuatan kredit perbankan, draff perjanjian dibuatkan oleh
Notaris tetapi semua syarat dan ketentuan dibuat oleh pihak bank. Proses pembuatan
perjanjian kredit diawali dengan penunjukan Notaris oleh bank. Sebagai tindak lanjut dari
surat persetujuan pemberian kredit. Dokumen persetujuan pemberian kredit tersebut
antara lain berisi mengenai besarnya kredit, peruntukan, sistem dan tingkat bunga, jangka
waktu, klausul jaminan, dan tatacara pembayaran kembali.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
Diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
Guna menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong
pelaku usaha untuk bersikap jujur dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.
Lahinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.di
harapkan menjadi payung hukum (umbrella rule) di bidang konsumen dengan tidak
menutup kemungkinan terbentuknya peraturan  perundang-undangan lain yang
materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. (Rajaguguk, 2000).

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini
adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan menganalisa data
sekunder sebagai sumber utama. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003) dan Metode
pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data
sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data primer di
lapangan yang dengan berpegang teguh pada segi-segi yuridis. Penelitian ini merupakan
penelitian yang menguraikan pokok permasalahan secara deskriptif analisis, karena dari
penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku,
dikaitkan dengan teori perlindungan dan kepastian hukum serta praktek pelaksanaan
hukum positif, yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian dalam Tesis ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library
research).Data sekunder yang dikumpulkan antara lain:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum
sehingga mempunyai sifat mengikat, dalam penelitian ini yang dipakai
antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad
1847 No. 23);

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen;

Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS 527


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686

DIKMAS

. JURNRL PEXDIDIXAN MRSYRRAKAT DAN PENGRBOIAN
Magstes Pendidikan Nonformad

Volume 02, (2), June 2022

http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas

4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/13/PBI1/2006 Perubahan Atas
Peraturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI1/2005
Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Pada Bank Umum;

5) Kode Etik Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Surabaya
13-16 November 1974;

6) Kode Etik Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Banung 127
Januari 2005;

7) Kode Etik Notaris, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa
Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015;

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma

hukum, melainkan pendapat para ahli, bahan ini berupa buku-buku hukum,

majalah, koran, internet dan karya tulisan sarjana-sarjana, baik berupa tesis
maupun disertasi;

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini

yang dipakai adalah kamus hukum.

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara

lain:

a.

Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian
dilapangan.Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (deft
interview).

Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun

data sekunder tersebut antara lain :

1) Bahan hukum primer,yang merupakan bahan-bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-
undangan yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan
hukum primer yaitu:

a) Buku-buku ilmiah;
b) Makalah-makalah;
c) Hasil-hasil penelitian dan wawancara.

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan
kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, tidak menggunakan angka-
angka, tetapi dengan cara sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, dianalisis, dianalisis dengan metode penafsiran
menurut ilmu hukum. Misalnya; penafsiran otentik, penafsiran gramatikal,
penafsiran sistematis.

b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode content analysis (analisis
isi), bahan bacaan yang digunakan.

PEMBAHASAN

Bentuk kemandirian dalam pembuatan Akta Otentik, otentik merupakan suatu
bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat
dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dapat
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dibuktikan. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat
hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai
seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan.
Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah
pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hokum.

Dalam lalu lintas hukum antara para warga khususnya yang bersifat hukum
perdata sejak dahulu kala timbul kebutuhan terhadap adanya seorang fungsionaris yang
dapat memberikan pemecahan mengenai perjanjian-perjanjian dan kekuatan hukumnya
dan dapat meletakan hal-hal tersebut dalam kata-kata yang baik dan berisi.

Analisis penulis akibat hukum atas pemalsuan surat kuasa menjual berdasarkan
Putusan Nomor 23/Pdt/2017/PT YYK, Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kebatalan atau pembatalan akta notaris terkait dengan adanya peruatan membuat surat
palsu dan memalsukan surat yang dilakukan oleh notaris di atur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1), adapun isi muatan pasal tersebut
perihal:

Perbuatannya yang dibagi menjadi 2 yaitu perihal membuat palsu (Valschelijk
Oppmaaken) atau memalsukan (Vervalschen). Membuat sebuah surat yang sebelumnya
tidak ada surat tersebut, yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai
dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang
dihasilkan oleh pembuat membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat
yang tidak asli. Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, frasa
dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat
dengan cara apapun yang tulisannya mengandung arti dan atau makna buah pikiran
manusia.

Membuat sebuah surat yang isi suluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang
bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual
(intelectueele valschheids). Pemalsuan intlektuan adalah pemalsuan terhadap isi suratnya,
sedangkan pemalsuan pemalsun materiil (materiele valscheid), adalah pemalsuan surat
bukan terletak pada isi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan)
sipembuat seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat.

Pemalsuan surat mengenai nama dan tandatangan, terdapat dua macam yaitu
membuat dengan menirukan tada tangan seseorang yang sesungguhnya tidak ada orang
yang mempunyai nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya, nama orang tersebut
fiktif atau dikarang-karang. Membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang
dikenal, tanpa sepegetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut kemudian
sipembuat surat membubuhkan tanda tanga orang yang namanya dicanumkan dalam surat
tersebut.

Perbuatan memalsu (vervalschen, vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah
dengan cara apa pun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang
menyebabkan sebagaian atau seluruh isi surat menjadi lain/berbeda dari suarat semula
atau surat aslinya, orang yang tidak berhak adalah setiap orang selain si pembuat surat
pertama.

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat, adalah terletak pada
keberadaan atau timulnya surat yang isinya tidak benar. Membuat surat palsu yaitu mulai
sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya adalah tidak benar atau palsu.
Memalsukan surat yaitu sebelumnya sudah terdapat surat yang benar kemudian dilakukan
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perbuatan memalsu atas surat sebelumnya dengan demikian palunya surat itu bukan pada
saat lahirnya surat tersebut tetapi pada saat isi surat itu dipalsu.

Dalam obbjeknya suatu surat tersebut dapat menimbulakn suatu hak, surat yang
berisi prikatan adalah berupa surat yang karena perjanjan yang tertuli dalam surat itu
melahirkan hak tertentu. Surat yang berisi pembebasan hutang lahir karen adadnya
perjanjian. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam
hubungannya dengan suatu perjanjian. Pembebasan hutang adalah bentuk suatu
perjanjian suatu perjanjian yang mengakhiri perjanjian lain.

ANALISIS

Persaingan yang semakin tinggi dapat melunturkan citra yang baik seorang profesi
notaris. Hal ini disebabkan seorang profesi notaris mengabaikan kode etik yang
seharusnya menjadi pegangan atau falsafah mereka.Ini mengartikan terjadi pergeseran
falsafah kerja dan profesi notaris, dengan lebih mempraktekan pada konsep usaha
daripada menjalankan perannya sebagai Pejabat Umum Negara. Mereka lebih agresif
dalam menjalankan praktek kerjanya, seperti mempublikasikan secara informal jasa yang
akan diberikan. Melakukan perikatan layaknya seperti pengusaha dan melakukan
negoisasi harga jasa yang akan ditawarkan.

Pengaruh perjanjian rekanan Notaris dengan Bank terhadap kemandirian notaris.
Persaingan di era globalisasi, berimplikasi kepada penggerusan idealism yang tumbuh di
tengah kehidupan masyarakat.Notaris sebagai bagian dari masyarakat turut menghadapi
tantangan serupa. Notaris dihimpit oleh kehidupan materialism yang mengarah pada
penurunan moral. Akibat ada sebagian oknum Notaris yang mempraktekan falsafah
berdagang dari pada menjalankan peran sebagai pejabat umum.Mereka pro aktif turun
kepasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negoisasi honor dan melakukan
perikatan layaknya bisnis pada umumnya.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangannya dapat
diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi
jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada
cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu
perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. (Tan Thong Kie,
2003).

Salah satu penyebab timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara rekanan Notaris
adalah penetapan tarif jasa notaris atau honorarium di bawah standar yang ditetapkan oleh
undang-undang dan Kode Etik. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, Karena notaris dilarang
melakukan upaya penetapan jasa tarif di bawah standar untuk mendapatkan klien sebayak
mungkin.

Untuk memperoleh kesempatan supaya jasanya dipakai oleh pihak yang
berkepentingan seperti misalnya dengan instansi perbankan, beberpa oknum notaris
berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu dengan
memberikan imbalan berupa uang komisi kepada instansi perbankan yang bersangkutan,
bahkan dengan permufakatan menyetujui semua keinginan bank untuk dituangkan dalam
perjanjian bank dengan nasabahnya. Hal ini terjadi karena oknum notaris sudah menjadi
rekanan atau menjalin kerjasama dengan menandatangani perjanjian rekanan antara
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notaris dengan pihak bank.Perjanjian rekanan bisa saja terjadi tidak dengan bank saja,
tetapi juga terjadi antara notaris dengan pihak lainnya seperti lembaga pembiayaan
(leasing), dealer sepeda montor maupun mobil ataupun lembaga-lembaga lainnya.

Perjanjian rekanan antara bank dengan notaris tersebut timbul seiring keberadaan
notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta di bidang perkreditan. Pekerjaan yang
diserahkan bank kepada notaris meliputi legalisasi perjanjian kredit, pembuatan akta
pengakuan hutang, surat kuasa untuk menjual, pembuatan surat kuasa membebankan hak
tanggungan dan pembuatan akta lainnya yang di anggap perlu oleh bank. Seseorang
nasabah mengadakan perjanjian dengan bank dimana perjanjian tersebut dalam bentuk
akta otentik, legalisasi dan warmeking. Tentunya perjanjian-perjanjian tersebut harus
menggunakan jasa-jasa notaris dari notaris yang telah ditunjuk oleh bank yang
bersangkutan. Sebelum penunjukan itu wajib dibuatkan perjanjian rekanan antara bank
dengan notaris yang bersangkutan tentang pemberian jasa-jasa notaris.

Perbuatan melawan hukum yaitu melakukan suatu perbuatan yang melanggar
Undang-undang, melanggar suatu kepatutan, kesusilaan dan hak orang lain yang
menimbulkan suatu kerugian. Melanggar hak orang lain, bertentangan dengan yang
berlakunya suatu hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan
kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain.

Analisis penulis akibat hukum atas pemalsuan surat kuasa menjual berdasarkan
Putusan Nomor 23/Pdt/2017/PT YYK, Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Akta notaris harus dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang
Jabatan Notaris. Akta notaris jika dibuat harus ada suatu permintaan dari para pihak dan
buatkan karena keinginan notarisnya. Walaupun dalam suatu akta notaris tercantumkan
nama notaris tetapi dalam hal ini seorang notaris buka berkedudukan sebagai pihak
bersama-sama dari para pihak tersebut atau para penghadap yang nama-namanya terdapat
pada akta notaris. Akta notaris harus mempunyai suatu kekuatan untuk pembuktian yang
sempurna sehingga yang melakukan pengikatan terikat dengan akta notaris dan tidak
dapat di taksirkan lain selain apa yang tercantum pada isi dalam akta tersebut. Bila akan
melakukan pembatalan daya ikat dari akta notaris tersebut hanya dapat dilakukan atas
suatu kesepakatan dari para pihak yang tercantum nama-namanya dalam akta tersebut.
Maka pihak yang tidak menyetujuinya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan
umum agara akta yang bersangkutantidak mengikat lagi dengan adanya suatu dasar dasar
tertentu dengan dapat dibuktikannya.

Dalam melakukan tuntutan pembatalannya hanya dapat dilakukan terhadap
perjanjian biasanya ada sisi timbal balik yang seimbang atau sama-sama mendapatkan
keuntungan dan kerugian yang dapat disepakatinya (sempurna), yaitu perjanjian melalui
nama masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melakukan prestasi. Sedangkan suatu
pembatalan sepihak atas perjanjian yang tidak sempurna pada pada dasarnya
membebankan suatu prestasi pada satu pihak lainya yang dapat dapat menimbulkan
kewajiban pada pihak lain.

Pembatalan atau juga dapat disebut kebatalan akta notaris diatur dalam Undang-
undang Jabatan Notaris pada pasal 84, yaitu seorang Notaris dalam melaksanakan
tugasnya jika melanggar yaitu dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang
Jabatan Notaris pada pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,
Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta tersebut hanya mempunyai suatu kekuatan
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pembuktian sebagai akat di bawah tangan atau dapat juga akta tersebut batal demi hukum
pada saat adanya Putusan Pengadilan.

Dalam kasus Putusan Nomor 23/Pdt/2017/PT YYK, Pengadilan Tinggi Daerah
Istimewa Yogyakarta. penulis setuju  dengan diputusanya  dalam sidang
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dimana telah
mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Para Tergugat telah
melakukan Prbuatan Melawan Hukum dan meugikan Penggugat. Serta menyatakan
Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa yaitu sebidang tanah
sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor 01681/Wonosari, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta.

Dimana menyatakan bahwa Akta Perikatan Jual Beli PJB Nomor 114 tanggal 15
Juli 2015 perikatan berupa Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)
Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi),
Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak di desa Wonosari
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akta kuasa Nomor 115 Tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dihadapan kantor Aris
Wicaksono, SH.,M.Kn. (Turut Tergugat 1)., dengan obyek yang dikuasakan untuk dijual
berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Wonosari seluas
864 m2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal
26 Maret 1998 yang terletak di desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akta Jual Beli (AJB) Nomor 259/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat di
hadapan kantor Aris Wicaksono, SH.,M.Kn. (Turut Tergugat 1), dengan Objek Jual Beli
berupa Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Wonosari seluas
864 m2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal
26 Maret 1998 yang terletak di desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 302/2015 tanggal 24 Agustus
2015 yang dibuat dihadapan kantor Aris Wicaksono, SH.,M.Kn. (Turut Tergugat 1),
dengan Objek berupa Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
01681/Wonosari seluas 864 m2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), Surat
Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak di desa Wonosari Kecamatan
Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01979/2015 tanggal 14 September
2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut tergugat
2) dengan objek hak tanggungan berupa Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak
Milik (SHM) Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m2 (delapan ratus enam puluh empat
meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak di desa
Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Akta Perikatan Jual Beli (APBJ) Nomor 114 tanggal 15 Juli 2015, Akta kuasa
Nomor 115 Tanggal 15 Juli 2015, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 259/2015 tanggal 30 Juli
2015, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 302/2015 tanggal 24 Agustus
2015, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01979/2015 tanggal 14 September 2015
Semua tersebut diatas tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat.
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Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Wonosari seluas 864
m2 (delapan ratus enampuluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26
Maret 1998 yang terletak didesa wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari atas nama Surasminah menjadi
atas nama Harry Gunawan adalah batal demi hukum.

Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut tergugat 2) untuk
mencoret dan membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
01681/Wonosari seluas 864 m2 (delapan ratus enampuluh empat meter persegi), Surat
Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak didesa wonosari, Kecamatan
Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari atas
nama Surasminah menjadi atas nama Harry Gunawan, serta mengembalikan atas nama
Surasminah.

Menghukum  Moch Edy Prayitno (Tergugat 2) untuk melakukan roya
(pencoretan) hak tanggungan atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m2 (delapan ratus enampuluh empat meter
persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak didesa wonosari,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menghukum PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Tergugat
3) untuk mengembalikan Sertifikat Objek Sengketa kepada Penggugat setelah perkara ini
memiliki kekutan hukum tetap.Menghukum kantor Aris Wicaksono, SH.,M.Kn. (Turut
Tergugat 1) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut tergugat 2) untuk
tunduk dan patuh pada putusan perkara ini. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat
untuk membayar biaya perkara Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Pangadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebsar Rp.
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kedudukan akta notaris dalam hal telah diajukan pembatalan dari pihak yang
mempunyai suatu kepentingan kepada pengadilan umum serta diajukan suatu
pembatalan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersbut kepada pengadilan
umum. Serta adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dari itu
akta tersebut menjadi batal atau batal demi hukum. Dengan dibatalkannya oleh para
pihak atau telah dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka akta tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta dibawah tangan.

Minuta dari pada akta-akta yang ada tersebut harus selalu tetap kesatuan dalam
bundle akta notaris dan notaris atau pemegang protokol masih tetap mempunyai
wewenang untuk mengeluarkan suatu salinan dari permohonan para pihak dan atau para
ahli waris yang mempunyai kepentingan. Notaris memberikan salinan tersebut dapat
dilakukan, karena akta notaris tersebut merupakan suatu perbuatan dari para pihak
tersebut serta para pihak masih berhak atas salinan akta notaris tersebut maka notaris
berkewajiban untuk membuat dan memberikan salinannya.

PENUTUP
1. Adanya persaingan antar notaris dalam mempraktekan suatu konsep usaha dari
pada menjalankan perannya sebagai Pejabat Umum Negara. Adanya notaris yang
lebih agresif dalam menjalankan praktek kerjanya dengan mempublikasikan
dengan tidak formal pelayanan jasa yang akan diberikan. Serta melakukan
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perikatan layaknya seperti pengusaha dan melakukan penawaran harga jasa yang
akan ditawarkan. Serta adanya pergeseran suatu falsafah kerja dan profesi notaris
yang mengakibatkan seorang profesi notaris mengabaikan kode etik yang
seharusnya menjadi pegangan atau falsafahnya. Perjanjian rekanan yang dibuat
antara Bank dengan Notaris dalam pelaksanaannya terdapat indikasi pelanggaran
atas ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Karena dalam
pelaksanaannya adanya indikasi mempengaruhi kemandirian notaris dalam
pembuatan akta otentik, notaris untuk mengikuti seluruh atau sebagian besar
kehendak bank dalam membuat akta otentik.

Ketidak mandirian dan keberpihakan Notaris kepada Bank. Sehingga dalam
pembuatan akta otentik dapat terindikasikan adanya perbuatan membuat suatu
surat yang sebelumnya tidak ada suatu atau sebuah surat dengan memuat isi
keseluruhan atau sebagian yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta
bertentangan dengan kebenaran atau pemalsuan. Adanya perbuatan yang
dilakukan oleh Notaris secara sengaja dengan penuh kesadaran dalam
merencanakan perbuatan penipuan yang menimbulkan kerugian. Notaris tersebut
dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggung jawaban secara administrasi. Tidak
hanya administrasi saja selain itu dalam melakukan perbuatan melawan hukum
dikenakan sanksi pelanggaran hukum terhadap Hukum Pidana maupun Hukum
Perdata.

Sebagai profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi yang
mulia (nobile officium) agar melakukan pekerjaan harus sesuai ketentuan Pasal
16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan
bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak,
dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Majelis
Pengawas Notarsi, selalu mengupayakan tindakan pencegahan dan pengawasan
terhadap notaris agar tidak terjadi suatu perbuatan melawan hukum, serta
melakukan pembinaan moral terhadap notaris untuk menjaga kehormatan bagi
profesi Notaris.

Agar dalam proses pembuatan akta otentik diserahkan seluruhnya kepada notaris
sebagai pejabat pembuat akta, hal tersebut dapat untuk melindungi kepentingan
para pihak. Serta bank harus memperkuat bagian manajement resiko dengan
melakukan investigasi, analisa dokumen calon debitur dengan lebih baik, teliti
terhadap calon debitur hal tersebut untuk mengurangi resiko bagi bank dari kredit
macet mauapun fraud. Otoritas Jasa Keungan (OJK), dimana mempunyai tugas
pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
Maka untuk mencegah tindakan kesewenangan pihak bank dalam menentukan isi
perjanjian kredit, maka hendaknya dapat memberikan pengawasan, evaluasi serta
melakukan pendaftaran terhadap rancangan perjanjian antara bank dengan
nasabah.
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